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LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu
1. Fitria Mutmainah, 2024. Efektivitas program Percepatan Penurunan
Stuntingdi Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus
Desabatu Merah Dan Desa lajar). Program Studi Administrasi
PublikSekolah Tinggi limu Administrasi Amuntai. Tujuan dari penelitian ini
adalah Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar) terdapat
permasalahan diantaranya adanya kenaikan jumlah stunting, kurangnya
anggaran dana Desa, ekonomi orang tua yang lemah, dan kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat. Penilitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan tipe deskritif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data
yang diambil melalui penarikan secara purposive sampling berjumlah 14
orang. Hasil penelitian  menunjukkanbahwa  Efektivitas Program
Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lampihong
KabupatenBalangan (Studi Kasus DesaBatu Merah dan Desalajar) kurang
efektif, dilihat dari indikator yang sudah efektif yaitu sasaran program
dan kejelasan tujuan. Indikator yang cukup efektif yaitu perencanaan
program, evaluasi program, dan kepuasan yang dirasakan masyarakat.

Indikator yang kurang efektif yaitu, anggaran program, tujuan program,
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kepuasan yang dirasakan pemerintah, target program, realisasi program, dan
kejelasan strategi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah ketidakpahaman
aparat dalam menyalurkan dana bantuan, kurangnya pemahaman orang
tua dan makanan bergizi yang tergolong mahal, adanya SDM/Pelaksana
dan adanya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang pencegahan
stunting. Disarankan kepada Kepala Puskesmas Lampihong agar
membuatkan program untuk pencegahan stunting,kepada penyuluh KB.

. Rita, 2023. Efektivitas- Program Penurunan Stunting di Kecamatan
Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Patarikan dan
Desa Karias Dalam). Program Studi Administrasi PublikSekolah Tinggi IImu
Administrasi Amuntai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas
Program Penurunan Stunting di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai
Utara (Studi Kasus Desa Patarikan dan Desa Karias Dalam) dan faktor-faktor
mempenagaruhi. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan tipe deskriptif-kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data diambil melalui
penarikan secara purposive sampling berjumlah 14 orang. Setelah data
terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian
data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data meliputi
perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, tringulasi, analisis kasus
negatif dan mengadakan membercheck. Hasil dari penelitian Efektivitas
Program Penurunan Stunting di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai

Utara (Studi Kasus Desa Patarikan dan Desa Karias Dalam) cukup baik hal ini
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dapat dilihat dari indikator: Pertama, tahapan sudah baik yang mana sudah
dilaksanakan pada setiap bulannya kegiatan posyandu balita dan anak. Sasaran
sudah baik dimana adanya kegiatan posyandu memantau tumbuh kembang
anak dan balita. Target belum baik yang mana belum maksimalnya
pendampingan dan pemantauan dari instansi pemerintah. Kedua, sosialisasi
belum baik yang mana masyarakat yang beranggapan bahwa stunting tidak
akan jadi masalah. komunikasi yang dijalankan sudah baik adanya kegiatan
yang dilaksanakan melalui pemberitahuan kepada kader. Kerjasama belum
baik terlihat dari target dalam ketercapaian. Tenaga kerja sudah baik yang
mana adanya kegiatan oleh petugas dalam posyandu. Ketiga, penyesuaian
masyarakat belum baik yang mana masyarakat kurang berkenan hadir dalam
kegiatan posyandu. Penerimaan program belum baik yang mana kurangnya
pendampingan dan serta koordinasi yang dilakukan pada setiap instansi.
Faktor penghambat adalah kurangnya koordinasi instansi terkait, kurangnya
ketercapaian target yang dilakukan dan anggapan masyarakat. Sedangkan
faktor pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap bulannya, adanya
posyandu anak dan balita, adanya penanganan dalam penurunan stunting dan
adanya petugas pelaksanaan penururnan stunting.
B. Tinjauan Teoritis
1. Efektivitas
a. Pengertian

Kata efektivitas mempunyai kata dasar efektif, berasal dari kata Latin
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effectivus, yang berarti kreatif, produktif, atau efektif. Selanjutnya kata
effective muncul dalam Bahasa Inggris, pertengahan antara tahun 1300
atau 1400. (Harper dalam Nina, Mustafa dan Jopang, 2021:20).

Efektivitas dari bahasa Inggris, yaitu effectiveness yang berarti
efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemanjuran, dan keampuhan.
Effectiveness erat kaitannya dengan kata effect dan effective. Effect
berarti efek, akibat, kesan, kemanjuran, dampak, dan pengaruh. Effective
berarti efektif, manjur, ampuh, berlaku, mejarab, berpengaruh dan berhasil
guna.

Kata efektif sendiri dalam kamus KBBI berarti kata yang berarti ada
pengaruhnya. Arti lainnya adalah dapat membuahkan hasil, efisien atau
efektif. Mengacu pada KBBI, efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang
memiliki hasil. Hasil yang relevan adalah positif atau dapat dikatakan
berhasil. Sebuah usaha yang dilakukan secara maksimal juga bisa
dikatakan sebagai suatu ha yang efektif. Usaha untuk mencapai suatu hasil,
tujuan atau sasaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu
usaha dapat dikatakan efektif jika hasil, tujuan atau sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya telah tercapai.Kinerja juga dapat diukur dengan
ketepatan waktu.

Menurut  Komaruddin  (dalam Dyah  Mutiarin &  Avrif
Zaenudin,2014:96) menyatakan bahwa efektivitas adalah ‘suatu keadaan
yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan

manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.’
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Menurut Drucker dalam Atmosoeprapto (dalam Nina, Mustafa dan
Jopang, 2021:20) menyatakan bahwa efektivitas berarti “ Melakukan
halyang benar, biasanya disandingkan dengan efisiensi yang berarti
melakukan hal secara benar. Efektivitas juga berarti sejauh mana kita
menepati sasaran. Jadi, efektivitas menunjuk pada substansi kegiatan
sedangkan efisiensi menunjuk pada cara pelaksanaan kegiatan.

Menurut Effendy (dalam Sawir, Muhammad, 2020:126) ‘Efektivitas
didefinisikan sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang
direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang
ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Menurut Ahmad Wito Suagyo dalam Rozalinda (2016:125)
‘Efektivitas adalah kesesuaian antara output yang ditetapkan. Efektivitas
adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki.’

Menurut Robbins dalam Fauzi (dalam Niken Wulandari, Hernawaty,
dan Sela Selvia, 2024:10) ‘Efektivits diartikan sebagai tingkat pelaksanaan
berbagai tujuan, mencerminkan sumbangan yang diberikan kepada
organisasi.’

Dari pengertian efektivitas di atas dapat disimpulkan bahwa
efektivitas adalah kondisi atau kemampuan mencapai hasil atau tujuan
yang diinginkan melalui suatu usaha atau tindakan, yang sering diukur dari
sejauh mana suatu rencana dapat tercapai atau dampak yang diharapkan
dapat terwujud.

Dengan kata lain, sesuatu itu efektif jika berhasil memberikan

dampak yang diharapkan dan memberikan solusi yang memuaskan
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terhadap suatu masalah, tanpa terlalu memperhatikan waktu, tenaga, atau

biaya yang dikeluarkan.

. Aspek-Aspek Efektivitas

Dalam efektivitas penting untuk memperhatikan aspek-aspek yang
harus dicapai dalam kegiatan. Maka beberapa aspek tersebut adalah:

1) Aspek  Regulasi/Temporer. Regulasi dibuat untuk menjaga
kelangsungan operasi yang dimaksud. Peraturan atau perintah harus
dilaksanakan agar tindakan tersebut dianggap efektif.

2) Aspek Tugas/Tugas Kerja. Individu atau organisasi dapat dikatakan
efektif apabila dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
dengan baik dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap
orang dalam organisasi harus mengetahui tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk memenuhinya.

3) Apek Rencana/Program. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika
memiliki rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang
dapat dicapai. Tanpa rencana atau program, tujuan tidak mungkin
tercapai.

4) Apek Tujuan/Kondisi Ideal. Kondisi atau tujuan ideal adalah tujuan
yang dicapai adalah tujuan yang dicapai melalui tindakan yang
berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.

. Pendekatan dalam Efektivitas

Adapun terdapat pendekatan untuk mencapai efektivitas dapat dilihat

dari perbedaan pendekatan dalam mengukur efektivitas, yaitu:
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1) Pendekatan objektif.
Mengukur tujuan dalam mengukur efektivitas dimulai dengan
mengidentifikasi tujuan organisasi dan mengukur efisiensi tingkat
keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan
demikian, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengukur seberapa
baik organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapainya.

2) Pendekatan pasokan (pendekatan sumber daya sistem)
Pendekatan sumber mengukur efisiensi melalui keberhasilan organisasi
dalam memperoleh  berbagai sumber daya yang diperlukan. Suatu
organisasi - harus dapat memperolen berbagai sumber daya yang
dibutuhkannya dan juga menjaga keandalan sistem organisasi agar
berfungsi secara efektif.

3) Pendekatan proses
Pendekatan proses menganggap efisiensi sebagai keadaan efisiensi
internal dan kesehatan organisasi. Dalam pendekatan ini, seseorang
tidak memperhatikan lingkungan organisasi, tetapi berfokus pada
kegiatan tang dilakukan degan sumber daya milik organisasi, yang
menggambarkan efisiensi dan kesehatan organisasi. Pendekatan proses
biasanya digunakan oleh para pendukung pendekatan non-klasik
(hubungan manusia) dalam teori organisasi, yang terutama mempelajari
hubungan antara efektivitas dan sumber daya manusia yang dimiliki
organisasi.

Konsep efektivitas organisasi terdapat tiga perspektif, diantaranya:
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1) Efektivitas individu
Dalam perspektif ini, menekankan pemenuhan tugas dan tanggung
jawab individu sebagai karyawan suatu organisasi. Keberhasilan
pencapaian orang sangat erat kaitannya dengan teamwork, karena orang
yang bekerja di organisasi harus berhubungan langsung dengan
kelompok.

2) Efektivitas kelompok
Perspektif int menyoroti Kinerja yang dapat diberikan oleh kelompok
yang terdiri dari pekerja. Dalam konteks ini individu juga mampu
bekerja sama di mana ada tugas yang harus dilakukan sebagai kelompok
daripada dilakukan secara individu.

3) Efektivitas organisasi
Efektivitas organisasi pada dasarnya berasal dari efektivitas individu
dan kelompok. Efisiensi ini dapat melebihi efisiensi total individu dan
kelompok, yang berarti organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi yang
tinggi.

4) Kriteria Efektivitas
Adapun kriteria atau ukuran untuk mencapai atau tidak mencapai tujuan
relatif adalah:
a) Achievablegoalsjelas.
b) Penggunaan strategi yang berorientasi pada tujuan.
¢) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang solid.

d) Membuat perencanaan yang matang.
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e) Membuat hal pemrograman yang benar.
f) Untuk menyediakan kesempatan kerja dan infrastruktur.
g) Implementasi yang efektif dan efisien.
h) Penerapan sistem pemantauan dan pengendalian agar bersifat
instruktif.
d. Ukuran Efektivitas
Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal
yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut
pandang dan @ tergantung pada ~siapa yang menilai serta
menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka
seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas
berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas
juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah
ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha
atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga
menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal
itu dikatakan tidak efektif.
Shukree et al. dalam Aditya Wardhana (2024:48-51) bahwa
efektivitas yaitu:
1. Relavansi
Relevansi dalam konteks efektivitas organisasi merujuk pada seberapa
baik tujuan dan aktivitas yang dilakukan organisasi sejalan dengan
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, seperti pelanggan,

karyawan, pemegang saham, dan komunitas. Untuk mencapai relevansi,
organisasi perlu memahami dan mengidentifikasi kebutuhan ini, lalu
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menyesuaikan strategi dan operasionalnya agar dapat memberikan nilai
yang diharapkan.

2. Efikasi
Efikasi mengacu pada sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai
tujuannya. Ini melibatkan penilaian tidak hanya tentang hasil yang
dicapai, tetapi juga tentang bagaimana tujuan tersebut tercapai dalam
konteks sumber daya dan strategi yang digunakan. Efikasi dapat diukur
melalui berbagai indikator, seperti kepuasan pelanggan, pertumbuhan
pendapatan, dan peningkatan kinerja.

3. Efesiensi
Efisiensi dalam konteks organisasi merujuk pada penggunaan sumber
daya (seperti waktu, tenaga kerja, uang, dan material) secara optimal
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi bukan hanya
tentang menghasilkan output yang lebih besar, tetapi juga tentang
melakukan hal tersebut dengan biaya dan usaha yang lebih sedikit.
Organisasi yang efisien dapat memaksimalkan hasil dengan
meminimalkan pemborosan

4. Keberlanjutan
Keberlanjutan  organisasi merujuk pada kemampuan untuk
mempertahankan operasi dan aktivitasnya dalam jangka panjang dengan
mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Organisasi
yang berkelanjutan tidak hanya fokus pada profitabilitas jangka pendek,
tetapi juga berusaha untuk meminimalkan dampak negatif terhadap
lingkungan dan masyarakat.

5. Dampak
Dampak organisasi merujuk pada efek positif yang dihasilkan oleh suatu
entitas terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) dan komunitas
sekitarnya. Dampak ini bisa berupa peningkatan kesejahteraan
masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pengembangan
lingkungan yang lebih baik. Dampak positif ini sangat penting untuk
memastikan keberlanjutan dan reputasi organisasi.

Kriteria oleh Richard M. Steers dalam Muhammad Busro (2018:55)
dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1) Produktivitas
Ketika suatu perusahaan mampu menghasilkan sesuatu untuk
perusahaan dalam jumlah yang besar dan mendatangkan hasil atau
manfaat bagi perusahaan. Dan juga bisa menghasilkan keutungan yang
besar bagi perusahaan.

2) Kemampuan adaptasi kerja
Ketika setiap unsur dalam perusahaan seperti karyawan, supervisor,
manajer, hingga CEO mampu melakukan adaptasi dengan baik. Di
samping itu, mereka juga bisa bekerja secara flexibel.
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3) Kepuasan kerja
Kepuasan dalam bekerja menandakan bahwa perusahaan sudah berhasil
dan sukses dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Meski sudah
berhasil, perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kualitas atau pun
kuantitas demi mempertahankan keberhasilannya

4) Kemampuan berlaba
Efektivitas organisasi juga dapat diukur dari kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan laba yang banyak bagi perusahaan. itu artinya,
perusahaan mampu memproduksi dan menjual barang dengan baik dan
benar di tengah persaingan industri yang sangat ketat.

5) Pencarian sumber daya
Perusahaan harus pandai mencari sumber saya yang berkualitas. Entah
itu sumber daya alam untuk produksi atau pun sumber daya manusia
untuk melakukan proses produksi dan penjualan.

Sedangkan Richard M. Steers dalam Muhammad Busro (2018:53)
mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan
akhir' 'semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti
pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam
arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu:
Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan
komunikasi dengan berbagal macam organisasi lainnya.

3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan
pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan pendapat Arikunto dan Abdul Jabar (2018:10),
efektivitas dapat dijelaskann bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat
dari aspek-aspek antara lain:

1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika
melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program
pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan
dengan baik dan para pegawai kantor mengerjakan tugas dengan baik;

2) Aspek rencana atau program, yaitu dimmaksud dengan rencana atau
program di sini adalah rencana pemberian tugas yang terprogram,
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jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program
dikatakan efektif;

3) Aspek ketentuann dan peraturan efektivitas suatu program juga dapat

dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam
rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan. Jika aturan ini
dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku
secara efektif dan jika aturan ini tidak dilaksanakan dengan baik berarti
ketentuan atau aturan juga tidak telah berlaku secara efektif;
Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan
efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut
dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang
dicapai.

e. Pendekatan Efektivitas
Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana
aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap
efektivitas yaitu:

1) Pendekatan sasaran (Goal Approach) Pendekatan ini mencoba
mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran
yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas
dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan
keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang
penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan
ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal
berdasarakan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan
permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian
terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program
dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian,
pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga
berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga
selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam
efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan
tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih
efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan
mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu,
dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka
pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

2) Pendekatan Sumber (System Resource Approach) Pendekatan sumber
mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam
mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu
lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga
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memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan
ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga
terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang
merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh
sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka
dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi
dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program
usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber
dalam mencapai tujuan.

3) Pendekatan Proses (Internal Process Approach) Pendekatan proses
menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga
internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan
lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara
terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan
melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan
terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan
tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

2. Pelayanan Publik
a. Pengertian

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-
undangan.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pene
rima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan
mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya
efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai

dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak



22

berbelit-belit, akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi
pelayanan dan juga penerima pelayanan.

Selaras dengan pendapat diatas, UUD Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan
publik. Untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah menetapkan UU
Pelayanan Publik untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan
antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik serta
mempertegas pemenuhan pelayanan publik bagi warga negara.

Pelayanan Umum menurut Lembaga Administrasi Negara dalam
Nina Ismaya (2021:3-4) adalah sebagai “Segala bentuk kegiatan pelayanan
umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah,
dan di lingkungan BUMN/ BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik
dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan’’.

Departemen Dalam Negeri dalam Nina Ismaya (2021:3-4) adalah
suatu “Proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang
memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan
keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang
dan jasa”.

Menurut Monir dalam (Pasolong, 2018:128), mengatakan pelayanan
adalah “Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara

langsung”. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993),

mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan
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dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat.

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam (Pasolong, 2018:128)
adalah sebagai “Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

Menurut Indri dan Hayat dalam Hayat (2017:22) menyatakan bahwa:
“pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional dan
berkualitas yang mempunyal implikasi positif terhadap kepuasan
masyarakat”.Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor 25 Tahun 2004: “pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuanperundang-undangan”.

Menurut Hayat (2017:22) “pelayanan publik merupakan melayani
secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh
masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya “Mukaron dan
Laksana, (2016:41) mengatakan bahwa : “Pelayanan Publik adalah
pemberian layananan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan”.Dari berbagai pendapat tentang pengertian
pelayanan publik di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa
pengertian pelayanan publik adalah suatu kegiatan melayani yang
dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan memiliki pelayanan
secara positif yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat
sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Dengan adanya pelayanan secara otomatis ada interaksi antara
masyarakat dengan pegawai yang bersangkutan pada suatu organisasi.

Komunikasi memang sangat penting dalam melayani masyarakat, karena
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komunikasi berfungsi untuk membantu dan mengetahui apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
publik adalah segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat,
instansi pemerintah dan badan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan
peraturan perUndang-undangan. Karena itu, pelayanan publik merupakan
kewajiban pemerintah-untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau

penduduk atas suatu layanan.

. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menurut Ratminto dan Winarsih (2017:22)
diselenggarakan berdasarkan —prinsip-prinsip Kesederhanaan, artinya
prosedur pelayanan publik harus tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan
mudah dilaksanakan.

1) Kejelasan, artinya persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
harus jelas, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau
persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik harus
jelas; dan rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran juga
harus jelas.

2) Kepastian Waktu, artinya pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

3) Akurasi, artinya produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat,
dan sah.

4) Keamanan, artinya proses dan produk pelayanan publik memberikan
rasa aman dan kepastian hukum.

5) Tanggung jawab, artinya pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

6) Kelengkapan Sarana dan Prasarana, artinya tersedianya sarana dan
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai
termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika
(telematika).
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7) Kemudahan Akses, artinya tempat dan lokasi serta sarana pelayanan
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

8) Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, artinya pemberi pelayanan
harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ihklas.

9) Kenyamanan, artinya lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,
seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

3. Posyandu
a. Pengertian

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari,
oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan disuatu
wilayah kerja puskesmas, dimana program ini dapat dilaksanakan di balai
dusun, balai kelurahan, maupun tempat-tempat lain yang mudah didatangi
oleh masyarakat. Posyandu merupakan langkah yang cukup strategis dalam
rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia
agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri, sehingga perlu
ditinggkatkan pembinaannya. Untuk meningkatkan pembinaan posyandu
sebagai pelayanan KB dan kesehatan yang dikelola untuk dan oleh
masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dari petugas perlu tumbuh
kembangkan perlu serta aktif.

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam
pelayanan kesehatan masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat

dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas

kesehatan,yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber
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daya manusia sejak dini dalam rangka pembinaan kelangsungan hidup anak

(Child Survival) yang ditujukan untuk menjga kelangsungan hidup anak

sejak janin dalam kandungan ibu sampai usia balita, dan pembinaan

perkembangan anak (Child Development) yang ditunjukan untuk membina
tumbuh kembang anak secara sempurna, baik fisik maupun mental
sehingga siap menjadi tenaga kerja tangguh. Sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat hidup sehat. Ekasari

(2018:74)

. Tujuan Pokok Posyandu

Menurut Mubarak (2017:23) tujuan pokok dari pelayananterpadu
adalah untuk hal-hal berikut:

1) Mempercepat penurunan angka kematian ibu (ibu hamil, melahirkan,dan
ibu nifas) dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu untuk
menurunkan IMR

2) Mempercepat penerimaan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera) atau membudayakan NKKBS

3) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan-kegiatan
lain yang menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat sejahtera.

4) Pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dalam usaha meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada 10

penduduk berdasarkan letak geografis.
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5) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera,

gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.
c. Manfaat Posyandu

1) Bagi Masyarakat Adapun manfaat posyandu bagi masyarakat adalah
memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan
kesehatan bagi anak balita dan ibu,pertumbuhan anak balita terpantau
sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Bayi dan ank
balita mendapatkan kapsul vitamin A, bayi memperoleh imunisasi
lengkap, ibu hamil juga akan terpantau berat badanya dan memperoleh
tablet tambah darah serta imunisasi TT, ibu nifas memperoleh kapsul
vitamin A dan tablet tambah darah serta. memperoleh penyuluhan
kesehatan yang berkaitan tentang kesehatan ibu dan anak.

2) Bagi Kader Mendapatkan berbagai informasi kesehatan lebih dahulu
dan lebih lengkap. Ikut berperan secara nyata dalam tubuh kembang
anak balita dan kesehatan ibu. Citra diri meningkat di mata masyarakat
sebagai orang yang terpercaya dalam bidang kesehatan menjadi panutan
karena telah mejadi demi pertumbuhan anak dan kesehatan ibu.
Sulistyorini (2019:17).

3. Stunting
a. Pengertian
Stunting merupakan salah satu masalah gizi utama, terutama di
negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan salah satu bentuk

gangguan tumbuh kembang, akibat akumulasi kekurangan zat gizi yang
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berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan, yang menyebabkan
gangguan pertumbuhan linier pada anak usia dini.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat
kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya
asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua
faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai
terutama dalam 1.000- HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau
tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang
berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA) dan beberapa dokumen lainnya. (Kementerian PPN/ Bappenas,
2018)

Anak kecil yang mengalami keterlambatan perkembangan berisiko
mengalami penurunan kecerdasan, penurunan produktivitas, dan mungkin
berisiko terkena penyakit degeneratif di kemudian hari. Stunting atau balita
pendek bisa diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi
badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini
berada pada kisaran normal (Kemenkes RI).

. Penyebab Stunting

Mengacu pada The Conceptual Framework of the Determinants of
Child Undernutrition, The Underlying Drivers of Malnutrition, dan Faktor
Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia, penyebab langsung masalah

gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status
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kesehatan. Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab
masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan
khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial
yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak
(pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan
pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi
tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor
tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak.
Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah
masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. (Kementerian PPN/
Bappenas, 2018)

Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami
penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR),
dan/atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak
hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi
juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang
pertama kali keluar), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI
eksklusif, dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara
tepat. Selain itu, faktor kesehatan lingkungan seperti akses air bersih dan
sanitasi layak serta pengelolaan sampah juga berhubungan erat dengan
kejadian infeksi penyakit menular pada anak.

Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua

tahun (1.000 HPK) merupakan masa-masa kritis dalam mendukung
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pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Faktor lingkungan
yang baik, terutama di awalawal kehidupan anak, dapat memaksimalkan
potensi genetik (keturunan) yang dimiliki anak sehingga anak dapat

mencapai tinggi badan optimalnya.

D. Kerangka Pemikiran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang

Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan

1. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
secara optimal;

2. Bahwa anak dengan kekurangan asupan gizi danfatau penyakit dapat
menimbulkan masalah gizi yang menghambat pertumbuhan dan
perkembangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gizi;

Mengingat pentingnya Efektivitas Posyandu Balita Dalam Penanganan

Stunting Di Desa Hujanmas Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. peneliti

memfokuskan pada teori Shukree et al. dalam buku Aditya Wardhana (2024:48-

51) yaitu:

1. Relavansi

2. Efikasi

w

. Efesiensi

D

. Keberlanjutan

ol

. Dampak
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Adapun kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai
berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang
Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit

v
Kantor Kecamatan Lampihong

A

v v

Shukree et al. dalam buku Aditya Permasalahan
Wardhana (2024:48-51) bahwa

efektivitas yaitu: 1. Rendahnya Tingkat Kehadiran

1. Relavansi Balita di Posyandu
. . —>
2. Efikagl 2. Masih Tingginya Angka
3. Efesiensi : 4
4. Keberlanjutan Stunting pada Balita
5. Dampak 3. Keterbatasan Sarana, Prasarana,

dan Sumber Daya Manusia

!

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Posyandu Balita Dalam
Penanganan Stunting Di Desa Hujanmas Kecamatan Paringin Kabupaten
Balangan

Il

Efektivitas Posyandu Balita Dalam Penanganan Stunting Di
Desa Hujanmas Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan




